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ALINA KEPUTUSAN
' DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/DIKTI/Kep/2002

Tentang

PENYELENGGARAAN PROGRAM REGULER DAN NON REGULER
DIPERGURUAN TINGGI NEGER]

DIREKTUR JEN IjERAL PENDIDIKAN TINGGI,

[cniﬂ.lba*"g :a. bahwa penyclenggaraan pendidikan  dj Perguruan Tinggi Negeri
hanya dapat dilakukan dalam bentuk program reguler dan non rcguler;

b. bahwa program non reguler di Perguruan Tinggi Ncgeri dapat
mcmbuka kescmpatan bagi masyarakat untuk menggunakan fasilitas
belajar di luar wakiu penyelenggaraan program reguler;

e

bahwa penyelenggaraan program non reguler dapat memberikan
» : kesempatan  bagi  Perguruan Tinggi Negeri  untuk mecmperolch
: tambahan dana dari masyarakat;

e

bahwa peayelenggaraan program reguler dan non reguler perlu diatur”
dengan  cermat  agar {crjadi  sincrgi  serta dapat terwujudnya
kcsinzunbuugan/pcningkalan sarana dalam proscs pembelajaran;

L}
o

bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri perlu mcngarahikan dalam
pengendalian penyclenggaraan program reguler dan non reguler;

[ bahwa untuk hal-hal terscbut dalam butir a sampai dengan ¢, perlu
ditctapkan ketentuan lemlang penyclenggaraan program rcguler dan
non reguler di Perguruan Tinggi Negeri;

g. babwa schubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan
Keputusan Dircktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyeleng-
garaan Program Reguler dan Non reguler di Perguruan Tinggi Negeri.
:;‘:cngingai. o 1. UndangUndang Nomor-2 Tahun 1959,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
Keputusan Presiden Republik Indoncsia -

a. Nomor §5/M Tahun 1999;

L. Nomor 102 tahun 2001;
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mpcrhatikan

clapkar:

4,
a. Nomor 232/U/2000;
b. Nomor 234/U/ 2000;
c. Nomor 173/U/2001
d. Nomor 176/0/200]
c. Nomor 178/ U/2001;
[, Nomor 184/ U/2001
g. Nomor 045/U/2002

: Sural Edaran Dircktur Jendera] P

Kepeiusaa Mente Pendidikan Nasional -

endidikan Tinggi No. 982/DIT/2002.

MEMUTUSIKAN

KETENTUAN MENGENA]
REGULER " DAN NO
~ NEGERL

PENYELENGGARAAN

Pasal |

(1) Program reguler adal

Perguruan Tinggi Negeri yang

waktu pada program studi yang telah memp

dari pemerintal;

(2) Prograi ‘non reguler adal
oleh Perguruan Tin

dari pemerintah;

(3) Peserta didik program repuler mencmpuh pendidil

scsuai denpan beban studi non

A
semester untuls program diploma dap pro
as) sks per semester untulk

(dua bel

(4) Peserta didik Program non reguler menempuh pendidikan sccara paruly
imal 9 (scmbilan) sks per semesler untulg
sarjana, dan maksimal 0 (cnam) sks per
program pasca sarjana;

aks
an program

wakiu dengan beban studi m
program diploma
semester untulk

ah program pendidikan

ah "prog _
gel Negeri yang diikuti oleh
waktu pada program s(udj yang telah memperolel 1jin penyclenggaraan

diikuli olel

1 pendidikan

unal scbesar 1

program pusca sarjana;

l;asal 2

(D) Penyelenggaraan program non
program studi yang mempunyaj |

(2) Keputusan penyelengearaan pro
Perguruan Tinggi;

reguler
nrogram reguler;

Bram non reguler dige

PROGRAM
N REGULER paDA PERGURUAN TINGGI

yang disclenggarakan olch
Peserta didik secara penuh

croleh ijin penyelenggaraan

yang disclenggarakan
peserta didik scearg paruh

vl sceara penuh walk(y
8 (delapan belas) sks per
sram sarjana, dan schesar 12

hanya  dapat dilakukan pada

tapkan olg)y Senal
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(3) Pada tiap program studi Jumiah peseta

didik program non fcguiér tidak
boleh melebihi jumlah pescita didik pro .

gram reguler;
Pasal 3

(1) Scleksi peserta didik program reguler dil
(liga) alternatif sebagai berikut -
a. Scluruh calon peserta didilk discleksi olel Perguruan Tinggi Negeri

berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi
-Negeri; '

atau
b. Scbagian calon peserta didik discleksi mefalyj
dan bakat atau pola penjaringan bibjt unggul daerah dalam rangka

pemerataan, dan scbagian lainnya discleks; melalui jian masulk

bersama, di mana benelapan proporsi antara ke dug bagian tersebut
dilakukan oleh Scnat Perguruan Tinggi Negeri:
alau ‘

C. Scluruh calon peserta didilk discleksi mcl

alkukan melalyj salah satu dari 3

Pola penelusuran minat

alui ujian masuk bersama;

(2) Tala cara scleksi peserta didik program non reguler ditetapkan olcly Scnat (/
Perguruan Tinggi Negeri; -

(3) Seleksi peserta didik harus menganut
manipu menjaring calon yang beras
tidak menggunakan standar ganda;

prinsip berkeadilan, tidak eksklusif,
al dari golongan ekonomj lemah, dan

Pasal 4

Penyelegparaan program non reguler (idak boleh
pengembangan kapasitas dan kesempalan el

garaan ser(a kcsinzunbungmﬂpcningkalan sar
Program reguler; '

mengurangt  peluang
ajar maupun suaty penyeleng-
ana dan proscs pembelajaran

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan program reguler dan non reguler harus scsual dengan
kaidah, norma day kepatutan  akademik tanpa ada Pemampatan,
penyederhanaan dan berbagai tindakan [aiy Yang cenderung nmemper-
mudal. ‘

(2) Mutu {ulusan progr

am non reguler tdak boleh Tebil rendah d
reguler;

'l program

Pasal ¢

(1) Biaya pendidikan Yang diken

akan kepada pescr
dapat  ditetapkan sceara

ta didik program reguler
[AEERTa

preporsional atau bc&jcnjaug dengan
memperhatikan 4 (cmpal) aspek sebagai beyitu :




a. Besarnya kebutuhan dana untuk.opcrasional pendidikan berdasarkay
standar mutu yang berlaku; :

b. Besarnya subsidi pemerintall dalam  bentuk anggaran rutin dan
anggaran pembangunan; _ "

¢. Kemampuan ekonomi rala-rala masyarakat dj propinsi’ -tempat
perguruan tinggi berada; ot

d. Mendapatkan petsefujuan  dari pihak-pihak yang  berkepentingan
(stakcholder) diantaranya Guberaur Propinsi;

(2) Biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserla didik program nop
reguler lebih tinggi daripada biaya pendidikan Yang dikenakan kepada
pescria didik program reguler karcna program mnon reguler (idak
memperoleh subsidi pemerintah,

(3) Penctapan besarnya biaya pendidikan yang dikenakan kepada pescrta
didik dilakukan oleh Scnat Perguruan Tinggi Negeri;

Pasal 7

Perencanaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari penyclenggaraan
program reguler maupun non reguler serta pengalokasiannya dilakukan
sepenuhinya oleh Rektor Univcrsitas/lnstil-m.Negcri, Kctqa Sckolah'Tinggi
Negeri, atau Direktur Politeknik Negeri berdasarkan keteniuan yang berlaku,
termasuk pelaporan dalam bengul Daftar Urutan Rencana Kegiatan (DURK)
dan Laporan Kevangan Talhunan kepada Di!'cliil‘l'-__JF!‘FICI"?',I szl];dif_gfli? ;
Tinggi.- : SO R T e s

o
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Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalamn Keputusan ini akan ditetapkan Icbih
lanjut dalam ketentuan lersendiri ’

Pasal 9

:Dcngzm bérlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direkiur Jeuderal
Pendidikan Tinggi Nomor 199/DIK'TI/Kep/ 1996 tanggal 24 Juni 1996
dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Jupi 2002

Dircktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Tud,

Satryo Soemanti Brodjoncgoro
NIP. 130 889 s02
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‘AN Keputasan ini disampaikan kepada -
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